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Dalam rangka mendukung semangat reformasi dan tuntutan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Bappenas maupun Peraturan Menteri Pertanian. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran disajikan di dalam forder ini
· Keputusan Menteri Pertanian Nomor.  03/Kpts/PD.120/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu Nasional
· Keputusan Menteri Pertanian Nomor.  45/Kpts/PD.200/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional
· Keputusan Menteri Pertanian Nomor.  46/Kpts/PD.300/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional
· Keputusan Menteri Pertanian Nomor.  43/Kpts/PD.410/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional
· Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis ePlanning
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
· Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
· Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
· PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja K/L
· Permentan Nomor 92 Tahun 2012 Tentang SBIK
· Permentan Nomor 49 Tahun 2012 tentang IKU
· Permentan No. 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
· PERMENTAN Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian 2013
· Permentan No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertananian Tahun 2013
· Permentan No.3 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Bupati dan Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Perbantuan Kab/Kota Tahun Anggaran 2013
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